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Abstrak
 

Penelitian dimaksud untuk mengkaji secara akademik, efektivitas parate eksekusi objek hak tanggungan

dalam rangka pengembalian piutang kreditor berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996, dan

diharapkan dapat dijadikan dasar pemikiran untuk pengembangan teori dan praktek parate eksekusi sebagai

landasan bagi akademisi dan praktisi dalam merancang peraturan perundang-undangan dalam praktek

peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang didukung oleh metode

pendekatan filosofis, empirik, historis, dan komparatif, yang menitik beratkan kepada data sekunder yang

diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan didukung oleh data primer dari hasil penelitian lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan selanjutnya data yang terhimpun

dianalisis secara yuridik kualitatif.

 

Hasil penelitian ini: Pertama,(a)Pengertian Parate eksekusi obyek hak tanggungan adalah Kekuasaan bagi

kreditor yang diberikan undang-undang untuk menjual langsung obyek hak tanggungan melalui lelang

dimuka umum dan mengambil pengembalian utang Serta menyerahkan sisanya kepada debitor apabila

debitor cidera janji.(b)Substansi dari parate eksekusi adalah perpaduan kekuatan titel eksekutorial yang

melekat pada sampul sertipikat Hak Tanggungan dengan Hak Preference yang melekat pada kreditor yang

dijamin oleh undang-undang untuk dimanifestasikan dalam bentuk penjualan langsung seizin atau tanpa

seizin debitor apabila yang bersangkutan cidera janji.(c)Hakikat dari parate eksekusi adalah terpenuhinya

jaminan pengembalian piutang kreditor secara mudah dan pasti tanpa mengindahkan hukum acara

sebagaimana diatur dalam pasal 1178 KUHPerdata (sekarang pasal 20 UUHT). Kedua, Bahwa pelaksanaan

Parate eksekusi tidak dapat berjalan sebagaimana yang ditegaskan dalam UUHT, dikarenakan masih bisa

dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pasal tentang parate eksekusi tersebut belum efektive. Ketiga,

Prospek pengembangan Parate eksekusi Hak Tanggungan tertuju kepada pembenahan peraturan perundang-

undangan yang berlaku tentang kedudukan Parate Eksekusi yang dijamin secara ekslusive tanpa

mengindahkan hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 1178 KUHPerdata Juncto pasal 20 UUHT.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan parate eksekusi, agar Pemerintah Republik Indonesia, khususnya

Lembaga Peradilan, agar menghormati Parate Eksekusi sebagai sesuatu yang dijamin oleh Undang-Undang.

......

The research was intended to study academically the effectiveness of the implementation enforcement upon

Hak Tanggungan (HT) object in order to repay the credit loan based on Law Number 4 of 1996, hopefully it

could be a frame of thought in development of enforcement theory and practice as the basic for

academicians and practician in drafting regulation of legal proceeding in Indonesia. The method research

was normative-legal method, supported by philosophic, empiric, historic, and comparative approach method

which focused on secondary data obtained from the research of literature research and supportedo by

primary data obtained from field research. The research specification used was descriptive-analytical and the

https://lib.ui.ac.id/detail?id=112187&lokasi=lokal


data was analyzed by juridical-qualitative.

 

The results of this results were. First, (a) The definition of enforcement upon HT object is the authority of

creditor which is provided by the law to directly sell the Hak Tanggungan's object either by public auction ,

(b) The essence of enforcement is behind the creditor obligation to provide loan to a deptor there is a

creditor right to receive loan repayment by direcly on his or her self-power which guaranteed by the law if

the debtor breaches of contract, (c) The essece from enforcement loaded secure to receive loan repayment

creditor as if easy and certain not leave law program how to regulate in article 1178 (article now 20 UUHT).

Second, the implemention enforcement couldn't street how resolute by law Hak Tanggungan because can

failed by court of justice and article enforcement not yet effective. Third, the prospect of the development of

the enforcement of Hak Tanggungan ?s object directed to the improvement of regulation by situation as if

exlucive without devotion law program how so regulated in article 1178 KUHPerdata with article 20

UUHT. The government Republic Indonesian special judicial institution to enforcemen to secure in UUHT.


